
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kata Besar dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, 
Jawa Barat dan Daerah lstimewa Yogyakarta; 

Mengingat 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat dan 
memperlancar proses pencairan dana Anggaran 
Belanja Daerah Kota Semarang dengan tetap 
memperhatikan ;-rnpek keamanan proses dan 
kejelasan · tanggungjawab dari Satuan Kcrja 
Perangkat Daerah (SKPD) ke Bendahara Umum 
Dacrah (BUD) yang selama ini dilakukan secara 
manual atau of line pcrlu diubah secara on line 
atau secara elektronik; 

b.. bahwa .sehubungan derrgarr pelaksanaan proses 
pencairan dana Anggaran Bclanja Daerah Kota 
Semarang sebagaimana dimaksud dalarn huruf a. 
perlu mcngatur ta.ta c:Am pencairnn dana dimaksud 
dengan Peraturan Walikota; 

c. bahwa berdaaarka n pertimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf a clan huruf b, maka perlu 
mcmbentuk Peraturan Walikola Semarang tontang 
Tata Cara Pencairan Dana Anggaran Pendapatan 
dan Bclanja Daerah Kotu Semarang aecara 
Elcktronik. 

DENGAN RAHMAT 'l'UHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA SEMARANG, 

TATA CARA PENCAIRAN DANA ANGGARAN BELANJA DAERAH KOT'A 

SEMARANG SECARA ELEKTRONIK 

TENT ANG 

PERATtJRAN WALIKOTA SEMARANG 

NOMOR 39 TAHUN 2013 

WALIKOTA SEMARANG 

Mx.tt . ~j ty 
/ ?-o-:, · , J 
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2. Undang-Undang Nomor 6 Ta h urt 1983 tcntang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 
[Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1 CJ8:~ 
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa 
kuli diubah terakhir dcngan Undang Undnng Nmnur 
16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 62. Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Numor 4999); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Lentarig 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tuhun 2004 Nomor 47, Tambahan 
Lernbaran Negara Rcpublik Imlonesia Nomor 42Rn); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tarnbahan 
Lernbaran Negara RepubHk Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nornor 15 Tahun 2004 teritang 
Pemeriksaan Pengelolaan dun Tanggung .Iawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nornor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

h. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia 'Tuhun 2004 Nomor l 2b, Tambahan 
Lcmbaran Negara Reptrblik Indonesia Nomor 4437), 
sebagairnana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tcntang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor ~2 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Dacrah (Lernbnrun Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59> Tarnhalran Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nornor 4844); 

7. Undang-Undang Nornor 11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lcrnbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4843); 

8. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tenrang 
Pembcntukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

9. Peraturan Pemeriritah Nomor 16 Tah'un 1976 
tentang Perluasan Kotarnadya Daerah Tingkat II 
Semarang (Lembamn Negara Republik Indonesia 
Tahun 1 CJ7fi Nomor 251 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3079); 
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1 7. Pcraturan Menteri Da.la.rn Negeri Nomor 53 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Dacrah 
[Berita Negara Tahun 2011 Nomor 694); 

18. Pcn:11.ur011 Daerah Kotamadya Dacrah Tingkat 11 
Semarang Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik 
Pcgawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah 
Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang; 

10. Perarurnn Pemcrintah Nomor 50 Tahun 1992 
tcutang Pernbentukan Kccamatan di Wilayah 
Kabupaten kabupatcn Daerah Tiugkat II 
Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, .Iepara dan Kendal 
scrta penatuun Kecamatan di Wilayah Kotamadyu 
Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilaya h Propinsi 
Daerah Tingkat I -Jawa Tengah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89); 

l 1. Peraturan Pcmcrintah Nornor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Kcuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 200S Nomor 
140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4578); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tuhun 2005 
teritang Pedomun Pcmbinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembarari Negara Nomor 4593); 

13. Peraturan Pernerintah Nomor 82 Tahun 2012 
teritang Penyelenggaraan Sialern dan Transaksi 
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Numur 189, Tambahnn Lembaran 
Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5348); 

11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang 
Pcngesahan, Pengundanga n dan Penyebarluasan 
Pcraturan Perundang-undangan; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
~006 tentang Pedomarr Pengelolaan Kcuangan 
Daerah scbagairnana teluh diubah beberapa kali 
tcrakhir dengan Peraturan Mcnteri Dalarn Ncgcri 
Nomnr 21 Tahun 2011 Pcrubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor l J Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Dacrah); 

16. Peraturan Menteri Da Iarn Negeri Nornor 55 Tahun 
2008 teruang Tata Cara Penatausahaan dan 
Penyusunan Laporan pertW'lggungjo.·wH han 
Bendahara serta Penyampaiannya; 
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Dalarn Peraturan Daerah iru y:·mr, dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kota Semarang. 

2. Pemerlntah Daerah adalah Walikula clan Perangkat Daerah sebagai 
unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

3. Walikot:-1 :-id.-:1l.-:1h Walikota Se111nrru11i?;, 

4. Anggarnn Pcm1:'ip:-tl1iri dan Belanja 1.lacrah yang sclRnjutnyH 
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pernerintah 
daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah 
Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan 
dengan peraturan dacrah. 

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD 
adalah Perangkat daerah pada pemerintah dacrah selaku pengguna 
anggaran/ pcngguna barang. 

6. Pejaba t. Pengelolaan Kcuangan Daerah yang sclanjutnya disingkat 
PPKO adalah Kepala Dinas Pengelolaan Kcuangan dan Aset Daerah 
Kota Semarang yang selanjutnya disebut Kepala Satuan Kcrja 
Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan 
pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan 
bertindak sebagai Bendahara Urnum Daerah. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

MEMUTUSKAN 
PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA 
PENCAIRAN DANA ANGGARAN BELANJA DAERAH 
KOTA SEMARANG SECARA ELEKTRONIK. 

Menetapkan 

19. Pcraturan Daerah Kota Semarang, Nomor 11 Tahun 
2006 tentang Pcngclolaan Keuungan Daerah 
(Lembaran Daerah Kota. Semarang Tah un 2007 
Nomor 1 Seri E1 Tambahan Lembarnn Daerah Kota 
Semarang Nornor 1) scbagaimana tclah diubuh 
dengan Pcraturan Daerah Kota Semarang Nornor S 
Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Kotn Semarang Nomor 11 Tahun 2006 
ten tang Pengelolnnn Keuangan Daerah [Lern hn rn n 
Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5, 
Tambahan Lernbaran Daerah Kota Semarang Nomur 
83); 

20. Peraturan Daerah Kota Semarang, Nomor 5 Tahun 
2008 tentang Urusan Pernerintahan yang mcnjadi 
Kewenangan Pcmerintehan Daerah Kota Semarang 
(Lembaran Dacrah Kota Scmarung Tnhun 2008 
Nornor 81 Tambahan Lernbaran Daerah Kota 
Semarang Nomor 18); 



7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah 
Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan A~t:I Dacrah Kota 
Semarang yang bertindak da lam kapasitas sebagai bcndahara 
urnum dacra h. 

8. Kuasu B~ndabari-:1 Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa 
RlJD adalah pejabat yang dibcri kuasa untuk melnksannknn 
sebagian bendahara umum daerah. 

9. Pengguna Anggaran yang selanjut.nya disirigkat PA adalah Kepala 
Satuun P~rangkat Daerah sebagai perncgang kcwenangan 
penggunaan anggaran untuk mclaksanaksn tugas pokok dan 
furigsi SKPD yang dipirnpirmya. 

10. Kuasa Pcngguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah 
pejabut yung dibcri kuasa untuk melaksanakan scluruh atau 
sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalarn mclaksanakan 
sebagian tugas dRn funp;si SKPD. 

11. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat 
PPKBKPD udulah pejabat yang melaksanakan fungsi Lala usaha 
keuangan pada SKPD atau unit kerja pada Sekretaris Daerah. 

12. Pejabat Pelaksana Tcknis kcgiatan yang selunjutnva dismgkat PPTK 
adalah pejabat yang dilunjuk oleh Kuasa Pengguna Anggaran pada 
Sckrctariat Daerah ctau Pengguna An~arHn dcnx1:.m uurut 
pcrintah, yang melaksanakan aa tu atau beberapa kegiatan dari 
suatu program sesuui dengan bidang tugasnya. 

13. Bendahura Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk 
menerima, menyimpan, membayarkan, merra ta uaahakan, dan 
mempertanggung-jawabkan uang untuk keperluan t.,e:;:h-u1j;.:1 rlaerah 
dularn rangka pelaksanaan APRn pada 8KPD. 

14. Pejubat. Pendantangan Surat Perintah Mcmbayar yang selanjutnya 
disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberi kcwcnangan untuk 
mcnandatangani Suro.t Perintah Mcrnbayar. 

l 5. Pejabat Pcnandatangan Surat Perintnh Pencairan Dana yang 
selanjutnya PPSP:JD adalah pejabar ynng diberi kewenangan untuk 
rnenandatangani Surat Perint.Hh P~nr:Ait'An Dana. 

16. Rekenirig Kas umum Daerah ym1g selanjutnya MKUD adalah 
rekening tempat pcnyimpanan uang daeruh yang ditentukan olch 
kcpala daerah untuk menampung seluruh pcncrimaan daerah dan 
digunakan untuk rncmbayar seluruh pengeluaran dacrah pada 
bank yang ditctapkan. 

17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya diaingkat 
DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, bclanjH chm 
pembiayaan yang digunakan scbagai dasar pelaksanaan a:ngg~rnn 
oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran pada 
Sekretariat Daerah. 

18. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah 
dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk mclaksanakan 
kegiutan scbagai dasar penerbilun Surut Permintaan Pembayaran. 

5 
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19. Surat Pcrmintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP 
adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang 
bertanggungjawab atas pelaksanaan kcgiatan sebagai dasar 
penerbitan Surat Perintah Pembayarnn. 

20. 8.PP Uang Per-serllaart yang selaniutnya diHingkRt. 8PP UP adalah 
dokurncn yang diojuknn nlr.h hcndahara pengeluarun untuk 
perrnintaan uang muka kerja yang bcrsifat pengisian kembali 
[revolving] yang tidak dapat dilakukan dengan peuibayaran 
langsung. 

21. SPP Ganti lJang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU 
adalah dokumen yang diaj ukan oleh bcndaharan pengeluaran 
untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat 
dilak uk an dc11gSJ.1 pernbuyuran langsung. 

22. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya diaingkar 8PP­ 
TU adalah dokurnen yang diajukan olch bcndahara pengeluaran 
untuk permintaan tarnbahan uang persediaan guna melaksanakan 
kegiatan SKPD yang beraifat mendesak dan tidak dapat digunakan 
untuk pembayaran Iangsung dan uang persediaan. 

23. SPP Langsung yo.ng selanjutnya disingkar 8PP-- LS adult-th doku mnn 
yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan 
pembayaran langaung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian 
kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran 
gaji dcngan jumlah, penerima, peruru.ukan, clan waktu pembayaran 
tertcntu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK. 

24. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah 
dokurnen yang diguna kan/ diterbitkan oleh pengguna 
anggaran/krn-1s;.1 pcngguna anggarun unluk pcncrbitan SP2D utas 
beban pengeluaran IJPA-SKPD. 

25. Surat Perintah Mernbayar La ngsung yang selanjutnya dismgkat 
SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan olch Kua80 Pengguna 
Anggaran pada Sekretariat Daerah atau Pengguna Anggaran untuk 
mcnerbitkan Sumt. Perintah Pencairan Dana atas beban 
pengeluaran DPA-SKPD kepudu pihuk kcligi:L. 

26. e-SPM adalah Surat P~rin1.ah Mernbayar yang sudah 
ditandatangani secara elektron ik oleh Pejabat Penandatangan Surat 
Perintah Membayar. 

27. Personal Identification Number Pejabat Penandatangan Surat 
Perintuh Membayar yang selanjutnya disingkat PIN PPSPM adnlnh 
tanda tangan 1::!:.lcktronik Pejubut. Pt.:11~11ual~.n.san Surat Per-irrta.h 
Mcmbayar berbentuk sederet angk;,1, lnl ruf, slmbcl. karukter 
lainnya atau kombinasi diantaranya yang dibuat clan dimiliki oleh 
Pejabat Penandatangan Surn.t. Perintah Membayar yang berfungsi 
sebagai Larirla tangan elektronik pada e-SPM yang akan dikenali 
dan diverifikasi autentikasinya oleh sietem pada Bendahara Umum 
Daerah. 

28. Surat Perintah Pcncairan Dana yang sclanjutnya disingkat SP2D 
udalah dokumen yang digunakan sebagai dasur pencairan dana 
yang diterbitkan oleh Bcndahara Umum Daerah berdasarkan Surat 
Perintah Membayar. 
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BAB 11 

RUANG LTNGKUP 
Pasal 2 

Ruang linglrup yang diatur dalam Peraturan Walikota ini adalah : 

a. Proses penerbitan SPM secara elektronik; 

b. Proses penerbitan SP2D secara elektronik; 
c. Prosedur penggunaan PIN PPSPM dan PIN PPSP2D. 

29. e-SP2D adalah Surat Perintah Pencairan Dana yang audah 
ditandatangani aecara elektronik oleh Pejabat Penandatangan Surat 
Perintah Pencairan Dana. 

30. Personul Identification. Number Pejabnt PenandHl.~ngan Surat 
Pcrintah Pcnc:~ir.an Dana y<"lng :-11:l>1njutnyo. disingkat PIN pr,~2n 
adalah tanda tangnn F.:lcklft)!lik Peiabat Penandatangan ~urat 
Pcrintah Pencairan Dana berbent.uk sederet angka, huruf1 5hnbol, 
karakter lainnya atau kombinasi diantaranya yang dibuat dan 
dimiliki olch Pejabnt Penandatangan Surat Perintah Pencairan 
Dana yang berfungsi sebagai Larrda tangan elektrrmik pada e-SP2D 
yang akan dikenali dan diverifikasi autentikasinya oleh sistem pada 
Bcndahara Umum Daerah. 

31. T.i=i nda 'Tangari ,i!;l,,_:ktron ik adalah tanda tangan yung terdiri atas 
informasi elektronik, yang dilckatkan, terasosiasi atau tcrk'ait 
dengan informamsi clcktronik lainnya yang digunakan sebagai alat 
verifikasi atau autentikasi. 

32. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan 
dengan menggunakan kornputer, janngan komputcr dan/ ata.1..1 
media elcktronik lainnya 

33. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elek.trornk yang 
dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam 
bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, at.au sejenisnya, 
yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/ atau didengar melalui 
komputer atau RiRt.~m elektronik, termasuk tetapi tidak tidak 
Lerbutas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau 
sejcnhmya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol .a.tau perlorasi 
yang dirniliki rnakna atau arti atau dapat dipahami olch orang yw1g 
mampu memahaminya. 

34. e-Loket Bendahara Umum Dacrah yang selanjutnya disebut c-loker. 
BUD adalah layanan pada Bendahara Umum Daerah untuk 
rnengirim atau menerima e-SPM secara elektronik kepada atau dari 
SKPD /Unit Kerjn , 

35. e-Paraf Kuasa Bendahara Urnum na,:n:1h yang selanjutnya discbut 
e-Paraf Kuasa BUD udalah pernyataan mcmcnuhi syarnt secara 
elektronik oleh Kuasa Bendahara Umum Daer'ah terhadap c-SPM 
setelah dilakukan pcngujian oleh verifikator Bcndahnra Umum 
Daerah. 

36. Verifikator Bendahara Umum Dacrah yang selanjutnya disebut 
Verifikutor RI JO ::in.alah pegawai pada Bendahara Umum Daerah 
yang bertugas melakukan penelltian dan pengujian secara 
elektronik terhadap e-SPM SKPD. 
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(3) SPP-LS sebagaimana dimakxud pada ayat (2) huruf d terdiri atas : 
a. SPP-LS untuk penibayaran gaji dan tunjangan rJertn 

penghasilan lainnya: 
b. SPP-T.~ rmtuk pengadaan barang dan jasa; 
c. SPJ-l· L8 untuk belanja pcngcluaran PP.KO. 

(4) SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilengkupi 
dengan bukti-bukti belanja dan fakrrrr pnjnk sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku yang disiapkan dan 
d itandatangani oleh PPTK. 

(5) Pejabat yang menandatangani bukti-bukti belanja yang rncnjadi 
dasar pcngeluaran atas beban anggaran, bertanggungjawab atas 
kebenaran material dan akihHI yang timbul dari penggunaan bukti­ 
bukti dimaksud. 

(6) Bendahara Pengeluaran sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan 
(PPh) dSJ.1 pajak lainnya, bertanggungjawab atas kebenaran 
pcrhitungan pcrnungutnu/ pemotongan pajak yililng tcrcantum pJ.1.rin 
Surat Setoran Pajak (SSP) sebagHim:imi dimaksud pada ayat (a). 

(7) Dokumen SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta 
lampirannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran, diteliti 
kelengkapan adrninistrasinya oleh PPK-SKPD. 

(8) PPK~SKPD iscbagai pejabat yang memvcrifikasi dokumen SPP 
beserta latnpir'armya sebaguirnana dimaksud pada ayat (7). 

(0) Dulr.im hal kelengk.Q_pQ.n dan kebe:nHr'~.n rlolcnrnen yang diaiukan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dinyatakan tidak lengkap, 
PPK-SKPD mcngernbalikan dokumen SPP kepada Bendahara 
Pengcluaran untuk dilengkapi. 

(10) Dalam hat dokumen SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (9) 
dikembalikan kepada Bendahara, PPK-SKPD mernbuat Surat 
penolakan Penerbitan SPM bescrta registernya yang beriai tcntang 
alasan pengembalian dokumen SPP. 

(11) Dalam hal SPP dinyatakan lengkup oleh PPK-SKPD, rnaka dokumen 
SPP dan konsep SPM disampaikan kepmln PPSPM. 

BAB III 
PROSES PENERBITAN SPM SECARA ELEKTRONIK 

Pasal ~ 
(1) Berdasarkan SPD, Bcndahara Pengeluaran rnengajukan 8PP 

kepada KPA atau PA sclaku PPSPM melalui PPK-SKPD. 

(2) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : 
a. SPP-UP; 
h. SPP-GU; 

c. HPP-TU; 

d. SPP-LS. 
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BAB IV 
PROSES PENERBITAN 8P?.D 8J.~CARA ELEKTRONIK 

Pasal4 

( l) e-SPM y~mn ,~1~h diterima melah ri c-Lokct BUD sebagaimana 
dirnak sud dalam Pusal 3 ayat (17) diteruskan kcpada verifilmtor 
BUD untuk diteliti dan diuji. 

(2) Pcnelitian e-SPM scbagaimana dirriakaurl pada ayat (1) dilakukan 
derigan meneliti kelengkapan dokumen elektronik yang meliputi : 
a. SPM; 
b. Surat Pernyataan Tanggung-jawab Helanja; 

c. Lembar Penelitian Kelengkapan Dokurnen SPP; 
d. Surat Setoran Pajak (SSP) yang ditandatangani Bendahara 

Pengeluaran secara elektronik untuk pencairan SJ'>M-LS. 
(3) Pengujian e-SPM scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

derigan rncnguji jurnlah tagihan alas ketersediaan dana yang 
tercantum dalam DPA-SKPD berikut perubahannya. 

(12) Dalam hal dukumen SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (l 1) 
dinyatakan lengkap, PPSPM mcnandatangani SPM secara manual 
dan elektronik (e-SPM). 

( I ~=o Dalarn ha! dokurncn SPP ~~lmJiiuh.m.1.u:.1. climakwud pada aya], (12) 
dinyatakan tidak Iengkap, PPSPM rneriola k menandatangani SPM. 

(14) Dalam hul PPSPM scbagaimana dimaksud pada ayat (12) dart ayat 
( 13) tidak dapat melaksanakan tugas sekurang-kurangnya 7 (lujuh) 
hari kcrja berturut l ur-ut, antara lain karena sedang mclakukan 
kunjungan kcrja ke Iuar daerah atau ke luar negeri, rnengikuti 
perid id'ika n dan pelatihan, kurana, rnenuaikan ibadah haji, sakit, 
cuti atau clasan Iainnya, rnaku yung melakeanakan tug;.is chm 
kewenangan PPS.PM adalah pejabat yang ditunjuk sebagai 
pelaksana harian (Plh) pada jabatan stn1ktural yang bereangkutan. 

(15) Pcnandatanganan e-SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (12) 
dilakukan dengan menggunakan PIN PPSPM. 

( 1 fi) Berdasarkan ~~SPM yang sudah ditandatangani sccara elektronik 
scbagaimana dirnakxud pRrlA ayat (12) PPK t,K.Pll dapat mencerak 
register SPM. 

(17) PPSPM mengirimkan e-SPM kepada BUD mclalui e-Loket AUD 
tanpa disertai basil cetak (hard copy} dokumen SPD. 

( 1 8) ~-8PM scbagaimana dimaksud pada avat ( 1 7) mencaktrp lembar 
asli SPM, lembar asli dok urnen SPP dan Iembar asli bukti-bukti 
belnnjn disimpan oleh PPK-SKPD sesuai dengan kctcntuan yang 
berlaku untuk kclengkapan adminisrraai dan keperhran 
pemcriksaan aparat pengawasan fungsional. 

(19) Dokumen 8PD sebagaimana dimaksud pada ayat (17) mericakup 
lernbur usli SPM, lembar asli dokumcn SPP dan lernbnr ash bukti­ 
bukti belanja disimpan oleh .l:'PK-SKPD sesuai dengan kerenrnan 
yang berlaku untuk kelengkapan adrrrinisfrusi dan keperluan 
pemeriksaan aparat pcngawasan fungsional. 
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(1) PPK-SKPD membuat SPM dalam bentuk cetak (hard copy) SPM dan 
c-SPM. 

(2) SPM sebagaimanu dimaksud pada ayat (l) dirandatangani secant 
manual oleh PPSPM. 

(3) e SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani sccara 
clcktronik dengan mcnggunakan PIN PPSPM. 

(4) e-SPM yang diterima oleh aplikasi e-SP2D pada BUD merupakan 
bentuk pernyH l.r.1a n mcngenai kebenaran atas pcncrbitan dan 
ponandatanganan SPM olch PPSPM-·SKPD. 

Bagian Kesatu 

Prinsip Dasar Penggunaan 
Pa.Eia.l 5 

BABV 

PROSEDUR PKNGGUNAAN PIN PPSPM DAN PIN PP8P2D 

(4) Dalam hal jurnlah tagihan scbagairnana dimaksud pada ayat (3) 
mclebihi ketersedinnn dana yang tercantum dalarn Df>A-SKPD 
berikut perubahannya dan / atau perhitungan pernurigutan / 
pemotongan paja k guna pcncairan SPM LS belum eeeuai, 
Vcrifikator BUD menoln k pencrbitan SP2D disertai dengnn ala sun 
rw.r I() lei k:i nnya. 

(5) I )al::1m h:i1 pcnolakan penerbitan SP2D sebagaimana dirmik~ud 
pada ayat (4) Kuasa BUD mcmbuut r~gif:11et· penolakan penerbitan 
SP2D. 

(6) Dnlnrn hnl jumlah tagihan sebagairnana dirnaksud psda a.yat (:') 
tidak melebihi ketersediaan dana yang tercantum dalarn DPA-SKPD 
berikut perubaharmya dan/atau perhitungan pernungutan/ 
pemorongan pajak guna pencairan SPM-LS telah sesuai, PPSP2D 
menandatangani SP2D secara elektronik (c-SP2D) dengan 
menggunakan PIN PP8P20, setelah melalui e-Paraf Kuasa BUD. 

(7) Berdasarkan e-8PLU yang sudah ditundutanganl scbagaimana 
dimaksud pada nynt (n), Kuasa BUD dapat rnencctak SP2D beserta 
registernya untuk diteruskan kcpada bank yHT1g ditunjuk scbagai 
pemegang RKUD. 

(8) SP2D yang dicetak scbagaimana dimaksud pada ayat (7) dibuat 
rangkap 3 (tiga) dengan perincian sebagai berikut: 
a. Lcmbar ke-1 untuk bank yang ditunjuk sebagai pemegang 

RKUD sctelah dtvelidaei dnn diproaes unluk kepcntmgan bank 
dikcmbalikan ke Kasda dan selanjutnya digunakan untuk 
kcpentingan akuntansi; 

b. Lembar ke-2 untuk SKPD; dan 
c. Lembar ke-3 untuk Kuasa tlUD. 

(9) Berdasarkan hH~11 cet1:ik (hard copy) SP2D sebagaimana dimaksud 
pada aynt (8) huruf a, bank y<1.ng dltunjuk sebagai pemegang Hl,UD 
melakukan pemindahbukuan dari RKUD ke rekening tujuan 
sebagaimana t.ercantum dalarn SP2D. 
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(9) 

(8) 

(7) 

(6) 

(5) 

BUD mclakukan pencutatan nomor telepon seluler PPSPM sesuai 
dengan data yang tcrdapat pada formulir registrasi aplikasi untuk 
mendapatkan PIN PPSPM. 

RUD mcnyerahkan PIN aw:--i 1 hcHcrL":1 nomor register a.plikasi kepada 
PPSPM yang telah mcmcnuhi syarat registrusi. 
Nomor PIN awal sebagaima na dimaksud pada ayat (5) tidak dapat 
digunakan sebagai tanda tangan clcktronik pada e SPM sebelum 
dilakukan edctivo.oi dengan mensuba.h nomor PTN ~,a.,:;J pi;\.da aplik~'ili 
e-SPM. 

Nomor PIN PPSPM sebagaimana dimakaud pada ;"jyi'°it (fi) dapat 
diperbaharui olch PPSPM sesuai kebutuhan. 
Dalam hal nomor PIN PPSPM tidak dapat digunakan, maka PPSPM 
harus melakukan registrasi ulang pada BUD, dengan terlebih 
dahulu mengajukan t;;urat perrnintaan penonaktifan PIN PPSPM 
sebclurnnya. 
Registrasl ulang PIN PPSPM sebagaimana dimaksud pada ayal (8) 
dilakukan mengikuti proses registrasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1). 

(4) 

(3) 

Po.Sal 7 
(1) PPSPM melakukan registrasi di BUD untuk mendapatkan PIN 

PPSPM. 
(2) Registrasi se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilakukan dengan 

mengisi formulir peridaftaran dun surat pernyataan bermaterai Rp. 
6.000,00 (enam ribu rupiah], dilcngkapi persyuratan sebagai 
berlkut : 
a. Fotocopy KTP; 
b. ~'ot.ocopy Keputusan Wa likota ten tang Pelirnpuhnn 8d1agian 

Kekuasaan Perigelolauu Keua.ngan Daerah kepada Kcpala SKPD 
selaku Pt:-jahHI Pengguna Anggaran kepada Kepala Unit Kerja 
p.ida 8KPD selaku Kuaso Pengguna Anggarsn. 

8d1Huh DPA vang mcrupakan wcwenung PPS.l'M wajib 
menginformasikan dalarn bentuk formulir perrdaftat'an 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

Bngian Kedua 

Register PTN PPSPM 

Pc1..~al fi 

(1) PIN PPSPM bersifat ruhaeia, dcngan mcnerapkun kombinasl lcbih 
dari 2 (dua) faktor autentikasi. 

(2) PPSPM dapat melakukan penonaktifan utus PIN PPSPM rmruk 
rnencegah penyalahgunaan PIN PPSPM oleh pihak yang tidak 
berwenang. 

(3) PPSPM bertanggungjawab balk secara prlb~di maupun jabalHr1 HIJ.J~~ 

penggunaan PIN PPSPM. 



BAB VI 

BENTUK DAN JENIS FORMULIR 

Pasal 11 
Berituk dan jenis formu Hr yang digunakan dalarn pro::it'.::i pencairan dana 
APBD secara clcktronik tercantum dalam Iarnpirari yang merupakan 
bagian yang tidak terpiaahkan dalam Peraturan Walikota ini. 

PPS PM harus melaporksn setiap perubahan da ta, baik data pribedi 
maupun data 8PKD kcpada BUD dengun menggunakan Forrnulir 
Perubahan Data pada HUD. 

Pa~a.1 10 

Pasal 9 
(1) BUD mejak ukan pcncatatan atas rnngkaian aktifitas pcnonaktilan 

PIN PPS PM melalui aplikaei c-SPM. 
(2) BUD menunjuk verifikator BUD untuk mengelola data registrasi 

dan penonaktifan PJ N PPS PM. 

(4) PPSPM ya.ng haru segera mengajukan rcsgitrasi di BUD untuk 
mendapatkan PIN PPSPM, dengan persyaratan sebagaimaria 
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2). 

c. Verifikator BUD menginfcrrnasikan terkait penyelesaian 
permintaan penonaktifan PIN PP8PM kepadn PPSPM. 

(3) Dalam hal terjadi pergantian PPSPM, PIN PPSPM sebelumnya wajib 
dinonaktifkan oleh BUD berdH_sH_rks::J n IA po ran dari PPSPM yang 
baru. 

mengisi, 
perrnintaan 

dengan 
surat 

c. PPSPM segera menindaklanjuti 
menandatangani, dan mengirimkan 
penonaktifan kepada BUD. 

d. Atas dasar surat permintaan penonakt.ifan yang telah diterima, 
RUD mclakukan pemblokiran atas PIN PPSPM melalui apliknni 
u-SPM. 

Bagian Ketiga 
Penonaktifan PIN PPSPM 

Pa~~l 8 

( 1) PPS PM dapat rnelakukan pcnortaktifan r1t.n~ 1-'lN f'PSPM untuk 
mcnccgah pcnyaluhgtmaan PIN PPSPM. 

(2) Penonaktifan atas PIN PPSPM dilaksanakan dengan proscdtrr 
sebugui berikut : 

a. PPSPM menghubungi dan mcmberikan infcrmasi pc:uuw.1.ktif:=tn 
PIN PPSPM kepada Verifikator BUD baik langsung atau mclalui 
telepon, 

b. Dalarn hal penonaktifan rne-Iah ri telepon, Verifikator DUD 
melakukan konfirmasi sekurang-kurangnya 5 (lima) pertanyaan 
mengenai data pribadi PPSPM sebagaimana tercantum dalam 
Jorrnulir pendaftaran, 
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BERITA DAERAH KOTA SF.MA RANG TAHUN 2013 NOMOR 39 

AUITRIHANANTO 

Pada tanggal : .. ~Q •• P.ESEMB ER 2013 

S~KJ.l~TARIS DAERAH KOTA SEMARANG 

Diundangkan di Semarang 

HENDRAR PRIHADf 

Ditetapkan di Semarang 

PHrh1 1 ;.met:0 l 20 DF.SEm'!t~ 201~ 

Agar set.iap orang dapat mengetahuinya, mcmcrintnhknn pengundangan 
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalarn Berita Daerah 
Kota Semarang. 

Pasal 1 :J 

Peraturan Wr.11ikula ini mulai be:rlul\':11 Krj~k ranggal diundangkan, 

BAB VII 

KETENTUAN LAIN-LAIN 
Pasal l?, 

Ketentuan mengenai prosedur penggunaan PIN PPSPM bcrlaku secura 
rrrut.alis mutandis untuk prr">A~dur penggunaan PIN PPSP2D. 

BAH vrn 
KETEN'T'UAN PENUTUP 
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.___._ __._ ___, Nomor faksimile 8 . 
7. 

5. Jumlah DPA/DPPA 1-----+------'---------------------------- 
6. Alamat SKPD !-----+---~-------------~-----·· --~-- 

Kota I Provlnsi I ---+-~----+-----------+~-----1---~----------------- 
Negara I _ --~~- KodePo~ J ~~----------i 
Nomor telepori SKPD 

________ ,,,,., ~-- '-------------------------'! 

---------------------·· .. ··-···" 

11. Nomor HP yang didaftar~ 
12. E-mail (optional) 
B. Data SKPD I----+------------~--~-···· 
1. Nama SKPD 
2. Kade SKPD l---+----------------1-------·-- -·-····-·-- 
3. Tan~a1 DPA/DPPA l----'--'--+----'-'""'"-------------1----------------.----· . 
4. Nomor DPA/DPPA 

c, Nl)rnor 

8. Alamat sesuai KTP 

=-! __ ~m I - ·---~---=======:=~=U=~-~-~=p=:-·-~==:1============~---------"-~ 
:.:_:r-, 1.,---~----- 

Y. Nomor tclepon rumah -~~---+----------------···· 
10. SK Pengangkatan scbagai PA,KPA, 

Bendahara/ PPK ·------ ------+------------------ 
a. Pcnandatanzan SK 

1------t~---- ........... ---------"···- ---- 
b. Tanggal 

6. Jcni::t Kclwnin 
7. Alamat Tempat Tin_._l.L..!!..!.,_C!C!;al...;:_ ---11--------T""-----~~--~-- .... -. Kota 1 ···· ... - -- Provirrsi I 

NegHrH I Kode Pos I 

I I Laki-Laki ,.,_ .. _.,. .... 
--------- ---------·-·--------------------------- 

4. Tempnt T..flhir 
S. T;-i;,snml Lahir 

.. l J Pcrcmpuan 

3. NIK/Nomor KTP 

-~-----·.. ---, ----- - -------------~~-~----------, 

A. Data Pribadi I----+---------------,----------·- .. ···,-· . 
1. Nama Lengkap [sesuai KTP) 
2. NIP 

FOR.M:ULIR PENDAFT A RAN 
PERSONAL IDENTIFICATION NUMBER 

PEJABAT PENANDATANOANAN SURAT PERINTAH MEMDAYAR 
(harap dilsl dengan huruf kapltal) 

KOP 
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA SEMARANG 

I. FORMULTR PENDAFTARAN UNTUK MENDAPATKAN PIN PPSPM 

BENTUK DAN JENIS FORMULIR YANG DIGUNAKAN DALA.M 
PROSES PENCAIRAN DANA APBD SECARA ELEKTRONIK 

LAMPI RAN 

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG 

NOMOR 39 TAliUN 2013 

TENTANG TATA CARA PENCAIRAN DANA 
ANCOARAN BELANJA DAERAH KOTA 
~!!;MARAN(;. $ft:CARA F:L~KTRONTK 
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Kctcrangan ; 
1. lrcrmulir dibuut dulam rangkap dua, lernbar kesatu unmk Dinas 1-'P.ng~lol:-um 

Keuangan dan Asct Dacrah Kota Sernurung dun tembar kedua untuk PPSPM. 
2. Terdapat cht:ck 11:.'41. .k.clc1iglw.po.11 ctokuml",n 1,-impfnm hmuuli1 lit:")li.i.ul.11.v:~.,i -"''''Li 

rJig;un~kAn oleh Verifikator BUD. Check list tersebut meniadi rlasar ha~ 8ekretaris 
Dinas l 'engclolaan Keuangan dan Asct Dacrah Kotu Semarang untuk 
menandatangani permohonan registrasi. 

3. Furrrmlis yang harus dilarnpiri derigan : 
1 (satu) lernbar fotocopy KTP; 
1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Walikota tentang Pr:limpahan 8ebagiF.1n 
Kekuasaan Pengelolaan Kcuangan Dueruh kepudu Kepala SKPD selaku Pejabat 
Pengguna Anggaran dan Pelirrrpahan Scbagian Kewenungun Pejabat Pcngguna 
Anggaran kcpada Kepalu Unit Kerja pada SKPD selalcu Kuasa Pcngguna 
Anggaran .. 

(seluruh fotocopi tersebut hums dicocokkan dengan dokurnen asli] 

Nanlft.10!~ 
NIP. 

Pangkat 
NA.JTIB lengkap 

NIP. 
Pungknt 

t .. farrr.il 
P.p. ~.000,00 

(Nama Kota], (tnn~al~ bulan dan tahun) 
Yang membuat pernyataan, Mengetahui, 

Sekrctari !:i Dinas Pengelolaan 
Keuangan dan Aaet Daerah 

"L Saya sebagai PPSPM hert.Hnggungjawab secara formal dan material alas 
penerbitan SPM yang disampaikan kepada Dinas Pengelolaan Keuangan 
dan Aset Daerah Kot~ St':mRnmg, terrnusuk ~t:g~i:L akibat yang timbul 
dari penerbitan SPM. 

3. Saya mengernhni sernua rcaiko yw1g timbul dQJl mungkin timbul, 
sehubungan dengan penggunaan PIN PPSPM dalam rransaksi 
pengeluaran dana APBD yang saya lakukan melalui penerbitan SPM. 

2. Saya telah membaca, memahami dan bersedia mematuhi ketentuan 
penggunaan PIN PPSPM sebagai tanda tangan elekrronik PPSPM 
sebagai telah diatur dalam Peraturan Walikota Semarang tcntang Tata 
Cara Pencairan Dana Anggaran Belanja Daerah Kota Semarang Seca.ra 
Ele ktronlk, 

1. Semua informaai yang dicantumkan pada formulir h1i .uJalah bcnar dan 
sah serta mem bebaskan Dinas Pcngelolaan Keuangan dan Aset Dacrah 
Kota Semarang dari 3egtth-1 tuntutan pihak ketiga baik p~rc.b.1t..:1 maupun 
pidann, Kr:hubunga.n dengan k~f'.alahan/kcli<l::t..k.bc.na.rru1 dalnrn 
pemberian informasi dan pengisian data dalarn Iormullr uu. 

Dengan Inl saya menyatakan bahwa : 

IL SURAT PERNYATAAN PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH 
MEMBAYAR 

SURAT PERNYATAAN 
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Nama lengkap 
NIP. 

Pangkat 

(Nama Kota], (tanggal, bulan dun tahun ) 
Verifikator BUD+ 

.ngan asli 

uai dengnn :udi 

2. totocopv 
tenrrmg P 
Kekuasa.a. 
Kcuangnn 
Kepala S 
Pengguna 
Pelimpah 
Kcwenan 
Anggaran 
KeIJa pad 

-~----t"J;',engguna 

3. Mutcfai 

.rt):):Qll Q51ll 

uai dengan aali 

Iotocopy 1. 

Nu. lid.!Uli 
'" .,.,,.,.,., 

Doknmr.n Auu/Tiuuh.j\.Ju VA 
-·-- 

I{Tf' I I Ade.\ ( ] ~tamMi de 

[ 1 Tidak Ada [ ] Tidak ses 

.... , .. ·-- 

Kepntuaan Walikul1:.1. [ ] Ada [ J Ses11~1 <k 
elirnpahan Scbagian [ ] TidakAda [ ] Tldak ses n Pengelolaan 

Daerah kepada 
K.l-'U selaku Pejabat 

Anggaran dan 
an Sebagian 
gtm Pt=>Jnhat Pengguna 

kepada Kepala Unit 
a SKPD selaku Kuasa 
Angg~r~r, ......... ,., -···-···- 

Rp. 6.000.00 I I Ada 
l J Tidak Ada 

CHECK LIST KELENGKAPAN LAMPIRAN FOl{MULIR PENDAFTARAN 

PER80NAL IDENTIFICATION NUMBER 
PEJABJ\T PENANDATANGANAN SURAT PF:RTNTAH MEMBAYAR (PP8M) 
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--- -- " ,. 

A .. Data Prlbadi 
i. _ Nama Le_1:1gka.Q ( sesuai KTP} 
2. NIP 

NIK/Nomor KTP 
--- 

3. 
4. Tcmnat Lahir 

~-- -- .. 
5. Tanszal Lahir 

Jenis Kelarnin l_] -~·· .... 
6. T ..aki-Li:lki [] Pcrcmpunn 

Al~ruJ I ~empat 'l'ingg~ 
.. -··--- ,~ . - .. 

7. - . . 
Kota I Provinsi 

I ~ 
I 

-- ·- 
Negara Kode Pos 

8. Alam.at sesuai KTP ---- 
I I 

Kot a Provinsi ~ 
I 

.. -- 

Negara Kode Pos - -- .. 
9. No~ur telepon rumah 

-- -~ ... - 
10. SK Pcngangknrnn sebagai PA.KPA, 

Benda~araf PPK ---- -- ·- 

a. Penan~ataJ!gan SK 
b. Tanazal .. - .. 

c. Nornor -- - -- 
11. Nomor HP yang didaftarkan - - .. -- 
12. E-mail (optional) 

-· 
1 ~- Nama GadiK Ibu Kandung .. - B. Data SKPD -- 
1. NamaSKPD - 

Kodc SKPD 
- 

2. 
3. Tan~al DPA/DPPA 

- . 

4. NOJDOT DPA/DPPA 
~--· 

5. ,Jurn1~1, DPA/DPPA 
..,. 

s. Alama; SKPD 
I Provirtsi 

I 
·- ····· Kora --- I ·- 

Negara Kodc Pos 
7. Nomur tele,12on SKPD 
8. Nomor faksirnile 

., ·- 

-··· 

FORMUUR PERUBAHAN DATA 
PER80NAL IDENTIFICATION NUMB~!< 

PEJA8AT PENANDATANGANAN SURAT PERTNTAH MEMBAYAR (PPS.PM) 
[harsp diisi dcngan huruf kapital pada kolom informasi yang berubah] 

KOP 
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA SEMARANG 

ITT. FORMULIR PERUBAHAN DATA PERSONAL IDENTIFJCATTO 
NUMBER P&.JABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH 
MEMBAYAR (PPRPM) 
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Keterangan : 
I . Terdapat check list kelengkapan dokumen larnpiran Iorrnulir registrasi yang 

digunakan oleh Verifikatcr RUD. Check list tcrscbut menjadi dasar hag1 Hckretaris 
Dinas l'c,;u~dulaan Kcuangan <lrui A~et D21cr.1ih Kotn $.f"mnr:,;ing untuk 
mcnandatangani pcrrnohonun 1·egi~tr~~;. 

2. Ji'ornmlir yang hurus ,lilampiri dengan : 
1 [satu] lernbar fotocopy KTP; 
1 [saru] lembar fotocopy Keputusan Walikota tentang Pelimpahan Sebagia.n 
Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Kepala SK.PD selaku Pejaba.t 
Pengguna Anggaran dan Pelirnpahan Scbagian Kewenangan Pejabat Pengguna 
Anggaran kepada Kepala Unit Kerja pada SKPD selaku Kuasa Pcngguna 
Anggaran. 

(seluruh fotocopi tcrsebut haruis dicocokkan dengan dokurnen asli) 

NHma lcngkaQ 
NIP. 

Pangkat Nama lengkap 
NIP. 

Pangkat 

M:iter:ii 
Rp. 6.000,00 

Mengetahui, 
Sekretaris Dirraa Pcngclolaan 
Keuangan dan Anet Daerah 

Yung membuat pernyataan, 

(Nama Kota), [tanggal, bulan don tnhun ] 

Dengan menandatangani Formulir Perubahan Data ini, saya menyatakan 
bahwa perubahan data tersebut diatas adalah beriar, dun saya 
bertanggungjawab atas keberiaran data tersebut, 

Alasan Pcrubnhan Data: 
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Nam.a lengkap 
NIP. 

Pangkat 

(Nama Kuta), [tanggal, bulan dan tahun ) 
Verifikator BUD, 

- .... - .... --, 

No. Dokumcn J\dn/Tidnk Adn Validasi 
--···- 

1. fotocopy KTP [ I AnR [ ] Rcsuai dengan ueli 

[ ] TidakAda [ ] Tidak scsuai dengan asli 

-~··· 

?,, fotocopy Keputusan Walikol~ r 1 Ada r I St':~uni dengnn n&li 
tentang Pelimpahan Sebagian [ ] 'I'idak Ada [ ] Tidak sesuai dengan asli Kekuasaan Pengelolaan 
Keuangan Daerah kepada Kepala 
SKPD selaku Pejabat Pengguna 
Anggaran dan Pelimpahan 
Sebagian Kewen:rng.:trl Pejabat 
Pengguna Anggaran kepada 
Kcpala lJn1t Ki'!rjn pnda SKPD 
selaku Kuasa Pengguna 
Anzzaran 

3. Materai Rp. 6.000,00 [ J Ada 
[ J 'l'idak Ada 

CHECK LIST KELENGKAPAN LAMPIRAN FORMULIR 
PERUBAHAN DATA PERSONAL IDENTIFICATION NUMBER 

riJABAT PENANDA1J\NGANAN SU~T. P~RINTAJfMEMBAYAR (PPSM) 
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Nama Jengkap Numa lengkap Namn lengkap 
NIP_ NIP. NIP. 

Pan kat Pangkat __ _,___ P_at_l_gka_t ~-__. 
L---~~~------'---~--- 

Diterima di DPKAD 
Tanggal : . 

(Nama Kola), (tunggai, bulan clan tahuri") 

(diisi oleh PPSPM) 

Surat Permintaan penonaktifan irii dibuat untuk dapat digunakan 
sebagaimana meatinya. 

................................................................................... , . 
•••••••••••••+•t•••••••••••••••••••••,l,,i,,l,l,ll,ll'l''l''l'•••••••••••••••••••••••tltt..t•••••••••••••••••••••&IIIIIIIIW,IW'l'l1' 

,I ,I I ,I••••., 'I'•• ,I I I A I I ,I ,I I I W 'I I'., 'P 'I'•••••••• • • • • • • • I I t I t " " • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ,I I I 't t ,t t • " • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

,,,,•••••••o1•••••••••••••••t+++••••••••••••'l'T'l'•'"'"''"''"•••••••TT'l'1'•"'"''"''"''"''"'••••••••••••••••••••••'l'•••••,1,1,,l,1,1a,1,1,11•••••• 

Alasan penonaktifan PTN PPSPM dimaksud adalah : 

Dalarn h:-:11 irii bertindak sebagai Pejabat Pcnandatangan Sund. Perurf.uh 
Membayar ~KPLJ /unit kcrja ~jehngnimana disebutkan (fa-1.LHs, 
memerintnhlrnn kepada Dinas Pengelolaan Kcuangan dHn Aset Dnernh 
Kota Sernarang untuk melakiukan pcnonaktifan atas PIN PP8PM yang 
merupakan tanggungjawab saya. 

7. Nomor telepon SKPD 
Kode Pus Negara I I 

I Proviriai 

1. NamaSKPD ~~----------------t------·-- .. ·-------- 
2. Kode SKPD 

~- .I~ggal DPA/DPPA 
4. NomorDPA/RP~P_A=--~--------+-----~~~~~~~~~--1 
5. .Jumlah DPA/OPPA 6. .. _. Alamat SKPD 

Kula I 

4. Email 
B. Data SKPD 

2. NIP __ ---------+------------- _ 

3. Nomor telepon seluler YnnR 
didartarkan 

A. Data Prlbadi 

8. Nomor faksimile 

1. Nama Lengkap PPSPM (sesuai KTP) 

Saya yang bertandatangan dibawah ini : 

SURAT PENONAKTIFAN PERSONAL IDENTIFICATION NUMBER 
PEJABAT PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR OLEH 

PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR 

KOP 
DINAS PENGEWLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA SEMARANG 

Pf!JRTNTf\H Mf!JMRf\Yf\R 

TV. SURAT PERMTNTAAN PENONAKTIFAN PERSONAL 
IDENTIFICATION NUMBER PEJABAT PENANDATANGAN SURAT 

PPS PM 
Mengetahui, 

Sekretaris DPKA n Verifikator BUD 



HENDRAR PRIHADI 

No. Nama Kode Waktu --·--- ···waktu Fax Wnktu No. Waktu Numa 
PPS PM SKPD/ Telp Telcpon, masuk Konfirmasi Pelaksanaan Verifikator 

Unit Seluler Masuk Permintaan Penerimaan Permintaan BUD 
Kerja Inforrnaai Penonaktifan Fo:x Penonllktifan 

Pcnonaktifan dari PPSPM Permintuun duri P'.PSPM 
dad PPSPM Penonaktifan 

dari PPSPM 
··"-··· 

---··· 

--·--· ··--· 

PINPPSPM 
DlNAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SEMARANG 
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